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PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR?7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN MODAL/DANA BERGULIR/PINJAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa  dalam  rangka  meningkatkan, menguatkan  dan
menumbuhkembangkan kehidupan perekonomian, mental
kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu
memberikan modal/dana bergulir/pinjaman kepada masyarakat Luwu
Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian
Modal/Dana Bergulir /Pinjaman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);
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Menetapkan :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomeor 5 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
MODAL/DANA BERGULIR/PINJAMAN.

Pasal 1

Pemberian Modal/Dana Bergulir/Pinjaman dianggarkan dalam APBD pada
Kelompok Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

Modal/Dana Bergulir/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
disalurkan dalam tahun anggaran berkenaan setelah dianggarkan dalam
APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

(1) Penerima dana/modal bergulir/pinjaman dan besaran modal/dana
bergulir /pinjaman yang diterima, ditunjuk dan ditentukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan
modal/dana bergulir/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dan atau tim seleksi penerima modal/dana bergulir.

(2) Penerima modal/dana bergulir/pinjaman dan besaran modal/dana
bergulir /pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim seleksi penerima modal/dana bergulir/pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Modal/Dana Bergulir /Pinjaman disalurkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Selaku Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPKD) berdasarkan Naskah Perjanjian/Kesepakatan yang dibuat antara
SKPD yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 dan atau tim
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seleksi sebagai Pihak Pertama dan penerima modal/dana bergulir/pinjaman
sebagai Pihak Kedua.

Pasal 5

Naskah Perjanjian/Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
memuat nama penerima, besaran modal/dana bergulir/pinjaman, jangka
waktu pengembalian modal/dana bergulir/pinjaman dan sanksi.

Pasal 6

Pemberian modal/dana bergulir/pinjaman dapat diatur lebih lanjut dengan
petunjuk teknis.

Pasal 7

(1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) waijib
menyampaikan laporan pemanfaatan modal/dana bergulir/pinjaman,
termasuk pengembalian modal/dana bergulir /pinjaman ke Bupati
Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) setiap akhir tahun
anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan mulai tahun
anggaran sejak penyaluran modal/dana bergulir/pinjaman hingga
dengan pengembalian modal/dana dimaksud.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 2 Sastemwsr 2009

¢ BUPATI,

\” M.L UTHFI MUTTYQ

Diundangkan di Masamba

pada tanggal,

? Saptemer 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

—

A.CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR: 27
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